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Abstract  

Research on tax avoidance has been widely carried out in the last few decades, including in Indonesia. 

Quantitative research based on secondary data is quite a lot done to determine the determinants of tax avoidance. 

Meanwhile, only few qualitative research has been done, and generally looks at the possibility of tax avoidance 

based on the weaknesses that exist in the tax provisions. This study aims to see the right research to be applied in 

Indonesia. By using a qualitative method with a literature study approach, the author obtains several important 

findings. First, each research method has advantages and disadvantages. Second, the availability of data for 

quantitative research with secondary data is very limited. Finally, quantitative and qualitative research are 

complementary to be applied, especially by the tax authorities. 
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Abstrak 

Riset penghindaran pajak telah banyak dilakukan dalam beberapa dekade terakhir termasuk di Indonesia. 

Penelitian kuantitatif berbasis data sekunder cukup banyak dilakukan untuk mengetahui determinan penghindaran 

pajak. Sementara itu, penelitian kualitatif tidak terlalu banyak dilakukan, dan pada umumnya melihat kemungkinan 

penghindaran pajak berdasarkan kelemahan yang ada pada ketentuan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk 

melihat riset yang tepat untuk diaplikasikan di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan studi literatur, penulis mendapatkan beberapa temuan penting. Pertama, setiap metode riset memiliki 

kelebihan dan kelemahan. Kedua, ketersediaan data untuk riset kuantatitif dengan data sekunder sangat terbatas. 

Terakhir, riset-riset kuantitatif dan kualitatif bersifat komplementer untuk dapat diaplikasikan khususnya oleh 

otoritas pajak. 

Kata Kunci : metode kuantitatif, metode kualitatif, penghindaran pajak 

  

 

PENDAHULUAN  

Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah 

entitas dengan tujuan untuk meminimalisasi pembayaran pajak (Irawan & Afif, 2020). 

Penghindaran pajak yang terjadi juga tidak hanya memengaruhi pembayaran pajak namun juga 

menjadi strategi perusahaan dalam mengelola kas di masa depan (Irawan & Turwanto, 2020). 

Studi tentang penghindaran pajak banyak dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang dilakukan 

oleh Arham et al. (2020) menginvestigasi riset-riset penghindaran pajak yang ada di Indonesia. 

Penelitian ini memetakan 105 riset-riset kuantitatif sejak tahun 1999 sampai dengan 2019. 

Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Wang et al. (2020) dilakukan terhadap riset-riset 

penghindaran pajak dalam bidang ilmu akuntansi dan keuangan selama sepuluh tahun terakhir. 

Penelitian terkait penghindaran pajak yang menurut Hanlon & Heitzman (2010) termasuk 

bidang riset pajak yang masih baru. Namun demikian, riset ini sangat aktif dan berkembang. 

Studi penghindaran pajak masih belum membedakan ruang lingkup secara spesifik apakah 

bersifat domestik atau cross-border.  

Sebagian besar riset membahas penghindaran pajak dari perspektif cross-border. 

Misalnya studi yang dilakukan oleh Meier & Smith (2020) dan VIcek (2019). Lebih lanjut, 

penelitian kuantitatif di Indonesia terkait penghindaran pajak dilakukan oleh Ferdiawan & 

Firmansyah (2017) Aryotama & Firmansyah (2020b), Aryotama & Firmansyah (2020a), Falbo 

& Firmansyah (2018), Falbo & Firmansyah (2021), Firmansyah & Febriyanto (2018), Irawan 

& Turwanto (2020), Firmansyah & Triastie (2020), Gunawan (2022), Hidayat & Wijaya 

(2021), Wijaya & Rahayu (2021), Irawan et al. (2020), Utami & Irawan (2022), Prastiwi & 

Ratnasari (2019), Winata (2014),  Bimo et al. (2019), dan Irawan & Utama (2021). Studi dengan 

pendekatan kuantitatif juga dilakukan di negara lain seperti  Rabbi & Almutairi (2021), 
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Álvarez-Martínez et al. (2021), Bennedsen & Zeume (2018), Desai & Dharmapala (2006), 

Lejour (2021), Granda (2021), Sebele-Mpofu et al. (2021), Taylor et al. (2015), Graham et al. 

(2014), Clausing et al. (2020), Chen et al. (2021), Slemrod & Yitzhaki (2002), Dyreng et al. 

(2008), Guenther et al. (2017), Amidu et al. ( 2019), Lee (2019) dan Addo et al. (2017). 

Sementara itu, studi mengenai penghindaran yang bersifat kualitatif tidak banyak 

ditemui. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh B.M & Wijaya (2018), Juniawaty (2018) 

Wijaya & Arumningtias (2021), Nugroho et al. (2020) dan Wijaya & Setiawan (2021). Riset 

kualitatif mengenai penghindaran pajak di luar negeri, antara lain dilakukan oleh Sikka (2015), 

Hasseldine & Morris (2013), Finér & Ylönen (2017), Addison & Mueller (2016), dan Preuss 

(2010). 

Pada umumnya riset-riset kuantitatif menggunakan proksi dalam variabel penghindaran 

pajak dengan mengaplikasikan antara lain: tarif pajak efektif (effective tax rate), perbedaan 

pembukuan berdasarkan standar akuntansi dan ketentuan pajak (book-tax difference), dan 

pemeriksaan atas SPT wajib pajak (Wang et al., 2020). Riset-riset tersebut juga menggunakan 

informasi yang ada dalam laporan keuangan untuk memprediksi kemungkinan bahwa 

perusahaan telah melakukan penghindaran pajak. Di sisi lain, studi kualitatif cenderung tidak 

menggunakan proksi-proksi tertentu namun lebih menggunakan interpretasi atas ketentuan 

perpajakan. Misalnya studi terkait kemungkinan pemanfaatan badan hukum dan pemilihan 

objek pajak terkait ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam rangka 

penghindaran pajak dilakukan oleh Wijaya & Setiawan (2021) dan Wijaya & Arumningtias 

(2021).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah riset dengan metode kuantitatif atau 

metode kualitatif yang lebih bermanfaat untuk diaplikasikan dalam praktik di lapangan 

khususnya bagi otoritas pajak di Indonesia. Studi mengenai perbandingan penggunaan metode 

penelitian dalam bidang penghindaran pajak belum banyak dilakukan. Hal tersebut menjadi 

kebaruan dari penelitian ini. Selanjutnya, elaborasi lengkap dari penelitian ini diuraikan dalam 

bagian kajian pustaka, metode, hasil dan pembahasan, serta penutup.  

 

KAJIAN PUSTAKA 

Terdapat tiga prinsip dalam penghindaran pajak yaitu: penundaan pembayaran pajak, 

memberikan peluang bagi wajib pajak untuk memilih lapisan tarif pajak, dan memanfaatkan 

perlakuan pajak atas suatu penghasilan (Stiglitz, 1985). Penghindaran pajak tidak mudah untuk 

diukur. Salah satu alat ukur penghindaran pajak adalah hilangnya penerimaan pajak (Alm, 

1988). Praktik penghindaran Pajak dan penggelapan pajak (tax evasion) tidak mudah untuk 

dibedakan. Penggelapan pajak pada umumnya meningkatkan kemungkinan audit oleh otoritas 

pajak sementara penghindaran pajak tidak demikian. Hal ini diakibatkan karena penghindaran 

pajak pada umumnya dianggap legal sementara penggelapan pajak justru bersifat ilegal 

(degl’Innocenti & Rablen, 2017). Penghindaran pajak dapat timbul karena adanya peluang yang 

diberikan oleh sistem adminstrasi perpajakan. Peluang ini diambil oleh wajib pajak dengan 

pertimbangan penghematan beban usaha. Namun demikian, ada biaya yang harus harus dibayar 

oleh wajib pajak di kemudian hari. Misalnya, pada saat otoritas pajak melakukan pemeriksaan 

maka dapat dimungkinkan terdapat penalti yang akan diberikan atas aktivitas penghindaran 

pajak atau penggelapan pajak (Slemrod & Yitzhaki, 2002). Penghindaran pajak juga dapat 

terjadi karena adanya bantuan dari sebagian profesi akuntan publik (Addison & Mueller, 2016). 

Istilah penghindaran pajak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 

tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (selanjutnya disebut UU 

PPh). Selain itu dikenal pula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah 
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diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Pajak (selanjutnya disebut UU PPN). Penghindaran pajak beberapa kali 

disebutkan dalam UU PPh khususnya di Pasal 18. Akan tetapi, penyebutan ini muncul dalam 

penjelasan pasal. Misalnya dalam penjelasan Pasal 18 ayat (2), ayat (3) ayat (3b). Istilah 

penghindaran pajak ini berkaitan dengan penanaman modal di luar negeri, transaksi dengan 

pihak berelasi (hubungan istimewa), dan pembelian saham/penyertaan pada perusahaan dalam 

negeri melalui perusahaan di luar negeri. Selanjutnya, pengaturan terkait untuk mencegah 

penghindaran pajak diatur dalam Pasal 16C UU PPN. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan 

bahwa kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN dalam rangka mencegah terjadinya 

penghindaran PPN. 

Studi terdahulu terkait penghindaran pajak sebagian menggunakan metode kuantitatif. 

Beberapa variabel umum yang banyak digunakan sebagai determinan penghindaran pajak 

antara lain thin capitalization, hubungan istimewa, aktivitas luar negeri atau multinationality, 

manajemen laba dan siklus bisnis atau karakteristik bisnis (Falbo & Firmansyah, 2018; 

Aryotama & Firmansyah, 2020a; Falbo & Firmansyah, 2021; Ferdiawan & Firmansyah, 2017; 

Dwi Laksono & Firmansyah, 2020; Aryotama & Firmansyah, 2020b; Nurhandono & 

Firmansyah, 2017; Irawan, 2020; Utami & Irawan, 2022; Irawan et al., 2020; Wijaya & Rahayu, 

2021; Hidayat & Wijaya, 2021; Wijaya & Setiawan, 2021). Beberapa studi lain menggunakan 

variabel di luar komponen laporan keuangan sebagai determinan penghindaran seperti 

ditunjukkan oleh (Chen et al., 2021; Ferdiawan & Firmansyah, 2017; Finér & Ylönen, 2017; 

Hasan et al., 2021; Hasseldine & Morris, 2013). 

 

METODE  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memberikan pemahaman yang 

lebih dalam atas suatu permasalahan (Cassell & Symon, 2004). Pendekatan studi literatur 

digunakan dalam penelitian ini untuk menggali lebih lanjut berbagai teori dan riset-riset 

terdahulu yang relevan. Literature review memiliki peran untuk membuka berbagai teori yang 

mendukung argumentasi penelitian (Nakano & Muniz, 2018). Selain itu, penelitian juga 

menggunakan ketentuan peraturan perundangan pajak (normatif yuridis) untuk disandingkan 

dengan literatur agar pembahasan menjadi lebih sistematis dan aplikatif.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengukuran-Pengukuran dalam Riset Kuantitatif 

Penelitian-penelitian kuantitatif dengan data sekunder pada umumnya menggunakan 

komponen laporan keuangan sebagai alat untuk menguji. Selanjutnya, data-data yang telah 

dibuatkan proksi-nya tersebut diuji menggunakan perangkat lunak olah data. Selanjutnya, 

temuan penelitian dapat memberikan sebuah rekomendasi pada otoritas pajak untuk lebih 

memperhatikan variabel-variabel yang menjadi penentu perusahaan untuk melakukan 

penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena hasil pengujian membuktikan hipotesis yang 

diajukan. Misalnya studi yang dilakukan oleh Wijaya & Rahayu (2021) mengindikasikan 

bahwa agresivitas transfer pricing perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Pengukuran agresivitas transfer pricing diukur dengan indeks dalam komponen laporan 

keuangan. Sementara itu, penghindaran pajak direpresentasikan dengan fungsi dari jumlah 

goodwill dan aset takberwujud, kompensasi rugi, dan book-tax difference. 

Selanjutnya, studi yang dilakukan oleh Utami & Irawan (2022) menggunakan proksi 

tarif pajak efektif, yaitu dengan membagi beban pajak atas laba sebelum pajak untuk mengukur 

penghindaran pajak. Di sisi lain, proksi yang digunakan untuk mengukur thin capitalization.  

Salah satu hipotesis penelitian adalah membuktikan apakah thin capitalization berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak. Berikutnya, Studi yang dilakukan oleh Irawan & Novitasari 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


JURNALKU 

Volume 2 No. 1, 2022 

 

Page | 19  

 

(2021) menggunakan proksi berupa dummy untuk mengukur multinasionalitas, yaitu skor 1 jika 

perusahaan memiliki afiliasi di luar negeri, dan skor 0 jika tidak. Sedangkan variabel 

penghindaran pajak diukur dengan GAAP ETR, yaitu dengan membandingkan antara beban 

pajak atas beban akuntansi sebelum pajak.  

Pendekatan kuantitatif dalam studi penghindaran pajak tepat diterapkan dengan objek 

penelitian berupa perusahaan yang laporan keuangannya dapat diakses. Selain itu, laporan 

keuangan tersebut telah diaudit oleh akuntan publik untuk memastikan bahwa tidak ada salah 

saji material dalam pelaporan keuangan tersebut. Hal ini sesuai dengan tugas auditor 

independen untuk menguji laporan keuangan dan membandingkan dengan standar akuntansi 

yang berlaku. Di sisi lain, ada kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak setelah 

audit dilakukan oleh auditor eksternal. Hal ini terkonfirmasi oleh studi yang dilakukan oleh 

Sikka (2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Akuntan Publik “Big Four” 

memiliki akses terhadap pimpinan perusahaan. Selanjutnya, ini dapat menjadi media untuk 

menawarkan “jasa penghindaran pajak”. Selain itu, studi ini juga menjelaskan bahwa “Big 

Four” memiliki skema baru dalam penghindaran pajak sehingga menjadi salah satu competitive 

advantage tersendiri dalam menghemat pembayaran pajak. 

Kelebihan dari penelitian-penelitian kuantitatif dalam studi penghindaran pajak ini 

adalah generalisasi atas temuan-temuan penelitian yang diperoleh. Selain itu, penelitian 

kuantitatif dapat memprediksi berdasarkan data di masa lampau untuk memprediksi 

kemungkinan di masa depan. Namun, apabila mempertimbangkan jumlah wajib pajak dengan 

kriteria yang dapat diobservasi nampaknya masih belum memadai. Laporan Tahunan Direktorat 

Jenderal Pajak Tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak badan sekitar 1,4 Juta. 

Sementara itu, jumlah wajib pajak orang pribadi lebih kurang 17 juta. Jumlah wajib pajak yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia – BEI (laporan keuangan dapat diakses oleh publik) hanya di 

kisaran 700 perusahaan. Hal ini menjadikan sulit untuk memastikan bahwa hasil studi 

kuantitatif penghindaran pajak benar-benar tepat untuk diimplementasikan. Selanjutnya, 

karakteristik perusahaan-perusahaan yang dimiliki publik berbeda dengan yang dimiliki oleh 

non-publik. Misalnya, tata kelola (corporate governance) perusahaan yang listed pada 

umumnya lebih baik dibandingkan perusahaan yang non-listed Astrini et al. (2015).  

Pengukuran-Pengukuran dalam Riset Kualitatif 

Studi-studi kuantitatif terkait penghindaran pajak berusaha untuk memprediksi perilaku 

penghindaran pajak melalui pendekatan akuntansi dan keuangan secara umum. Di sisi lain, 

riset-riset kualitatif menggunakan pendekatan regulasi atau ketentuan pajak. Perencanaan pajak 

yang dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang belaku. Setelah itu, 

dilakukan simulasi-simulasi tertentu sehingga dapat diperoleh tax shield atau tax benefit bagi 

wajib pajak. Pengukuran dalam riset kualitatif tidak seperti kuantitatif yang menggunakan 

proksi tertentu dalam menguji adanya relasi antar variabel. Riset kualitatif penghindaran pajak 

pada umumnya juga menggunakan perbandingan antara ketentuan satu dengan ketentuan 

lainnya, antara bentuk usaha satu dengan bentuk usaha lainnya, dan penghasilan/ transaksi satu 

dengan penghasilan/transaksi lainnya. Berdasarkan perbandingan-perbandingan tersebut, akan 

dilakukan evaluasi bentuk seperti apa yang dapat menghasilkan pembayaran pajak efisien. 

Riset kualitatif pada umumnya tidak dapat digeneralisasi dan memang tidak 

dimaksudkan untuk hal tersebut. Namun, untuk penghindaran pajak terdapat kemungkinan 

dijadikan sebagai benchmark atas praktik yang terjadi di lapangan. Hal ini dilatarbelakangi  oleh 

adanya ketentuan pajak yang relatif serupa untuk bentuk-bentuk usaha tertentu. Misalnya 

pengenaan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap dengan penghasilan kena pajak dengan nilai 

tertentu. Meskipun pegawai tetap tersebut berada di perusahaan yang berbeda lini usahanya, 

namun pengenaan PPh Pasal 21 akan mengikuti ketentuan yang sama. Butir-butir penghasilan 
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yang dapat meningkatkan besarnya pajak terutang dan biaya-biaya yang dapat mengurangkan 

besarnya pajak terutang memiliki perlakuan yang sama dari perspektif ketentuan perpajakan 

Berikut merupakan beberapa elaborasi penelitian kualitatif. Studi yang dilakukan oleh 

Nugroho et al. (2020) membahas mengenai upaya untuk menghindari pajak dengan cara 

memecah bidang tanah agar pengenaan PPh Final dari transaksi pengalihan tanah tersebut 

menjadi lebih kecil. Studi ini mendalami praktik penghindaran pajak dari perspektif qanun atau 

peraturan daerah yang berlaku. Studi ini menyoroti peran dari pihak Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) dalam menjalankan tanggung jawab profesional untuk memastikan bahwa 

transaksi pengalihan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Studi lainnya. Riset yang 

dilakukan oleh Wijaya & Setiawan (2021) dan Wijaya & Arumningtias (2021) membahas 

potensi penghindaran pajak yang dapat dilakukan atas pemberlakukan PP 23 Tahun 2018 oleh 

wajib pajak berbentuk perseroan terbatas. Bentuk penghindaran yang dapat dilakukan antara 

lain profit shifting. Lebih lanjut, secara teknis wajib pajak akan mendirikan badan usaha baru 

apabila peredaran bruto mendekati angka Rp 4.800.000.000, dan mengalihkan penghasilan ke 

badan usaha baru tersebut. Dengan demikian, wajib pajak tetap akan dikenakan pajak sesuai 

tarif yang berlaku di PP 23 Tahun 2018.   

Kelebihan riset kualitatif terkait penghindaran pajak adalah pada studi yang mendalam 

baik melalui elaborasi terhadap ketentuan yang berlaku maupun pendapat dari para narasumber 

atau informan penelitian untuk memperkuat dugaan peneliti. Riset kualitatif juga dapat 

memprediksi potensi penghindaran pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku meskipun 

mungkin secara praktik belum dilakukan oleh wajib pajak. Berikutnya, hasil riset ini dapat 

dijadikan sebagai pertimbangan oleh pembuat kebijakan untuk meminimalisasi penghindaran 

pajak. Di sisi lain, riset kualitatif ini juga memiliki kelemahan. Misalnya, analis yang dilakukan 

dalam memprediksi kemungkinan adanya penghindaran pajak menjadi kurang tepat. Hal ini 

dimungkinkan karena ada variabel atau faktor lainnya yang memotivasi perilaku penghindaran 

pajak oleh wajib pajak.  

Riset yang Tepat untuk Kondisi Indonesia 

Berdasarkan uraian di atas, masing-masing metode riset memiliki kelebihan atau 

kelemahan masing-masing. Untuk riset di Indonesia sendiri memiliki karakteristik yang 

mungkin berbeda dengan negara-negara lain. Sebagai contoh: untuk riset-riset kuantitatif 

dengan menggunakan data sekunder banyak menggunakan observasi berupa laporan keuangan 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI. Pada umumnya perusahaan-perusahaan tersebut 

memiliki omset dan aset yang relatif lebih besar dibandingkan perusahaan-perusahaan yang 

tidak terdaftar di BEI. Sebagian riset yang dilakukan terkait penghindaran yang dilakukan antar 

perusahaan afiliasi. Selain itu, riset-riset kuantitatif berbasis data sekunder belum dapat 

memetakan secara langsung penghindaran pajak yang dilakukan ada pada akun atau pos apa 

saja dalam laporan keuangan. 

Sebagian riset kualitatif membahas celah pada ketentuan pajak yang berpotensi 

memunculkan penghindaran pajak. Untuk riset-riset berbasis studi kasus biasanya 

menggunakan satu atau beberapa perusahaan untuk dielaborasi sehingga dapat dipetakan 

kemungkinan adanya penghindaran pajak. Sedangkan, bagi peneliti yang menggunakan 

peraturan perundang-undangan, mengkaji kelemahan dari ketentuan dimaksud dari perspektif 

wajib pajak sehingga dapat diindentifikasi potensi penghindaran pajak. 

Apabila dicermati dari karakteristik masing-masing riset baik kuantitatif maupun 

kualitatif maka keduanya diperlukan dalam mengenal, memahami, memetakan potensi dari 

penghindaran pajak. Untuk menganalisis kelemahan dari ketentuan perpajakan dapat dilakukan 

dengan metode kualitatif. Di sisi lain, metode kuantitatif memberikan sebuah informasi yang 

lebih umum dan terukur mengenai variabel apa saja yang memengaruhi penghindaran pajak. 
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Hal ini sangat bermanfaat bagi otoritas pajak dalam melaksanakan post-audit. Dengan kata lain, 

kedua metode riset sangat penting dan bersifat komplementer. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Penelitian ini berupaya mendapatkan jawaban mengenai riset dengan metode apa yang 

paling tepat untuk diaplikasikan di Indonesia dari kacamata otoritas pajak. Masing-masing 

metode memiliki kelebihan dan kelemahan, serta karakteristik yang unik. Di samping itu, untuk 

pelaksanaan riset penghindaran pajak di Indonesia pun memiliki beberapa keterbatasan 

khususnya untuk riset berbasis kuantitatif dengan data sekunder di mana data yang digunakan 

hanya data perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI. Sedangkan untuk data-data 

perusahaan tertutup sulit untuk mendapatkannya dan kemungkinan pula sulit untuk 

dipublikasikan. Untuk itu riset di bidang kuantitatif dan kualitatif dapat saling melengkapi satu 

sama lain sehingga manfaat praktis dari riset dapat dioptimalkan. 

Jika mengacu pada Pasal 18 UU PPh khususnya ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (3b) 

maka bentuk penghindaran pajak secara spesifik mengacu pada transaksi dengan pihak berelasi, 

dan penyertaan modal di luar negeri. Sedangkan jika mengacu pada Pasal 16C UU PPN, 

penghindaran pajak terkait dengan pengenaan PPN bagi kegiatan membangun sendiri. Namun 

demikian, di luar pasal-pasal tersebut praktik penghindaran pajak dapat terjadi sesuai dengan 

strategi dan perencanaan pajak yang dilakukan. 

Saran 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu tidak memasukkan penelitian kuantitatif 

berbasis data primer. Selain itu, penelitian ini juga hanya menggunakan beberapa riset untuk 

dibandingkan dan dielaborasi. Untuk riset berikutnya, dapat dilakukan dengan pemetaan secara 

lebih komprehensif baik dari sisi kuantitas riset yang telah ada di Indonesia maupun paradigma 

analisis yang digunakan.  
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